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. Menimbang

Mengingat

SALINAN

KEPUTLISAN KOMISI PEMILIHAN UMUIM
KABUPATEN BANYUMAS

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS

FEMILIDAN UMUM BUFPATI DAN WARKIL B BUFPATI BANYUMAS TARUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

bahwa Pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banyumas Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pedoman Audit
Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa Pedoman Audit Dana
Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah, selanjutnya disebut Pedoman Audit Laporan Dana
Kampanye, adalah untuk lebih memudahkan kantor akuntan publik
dalam melaksanakan audit laporan dana kampanye pasangan
calon serta Tim Kampanye;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyumas tentang Pedoman Teknis Audit Laporan
Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Banyumas dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
Banyumas Tahun 2013;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus
1950);
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Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Dﬁﬂﬁ%u bS%‘i@ﬂg/ﬁgﬁﬁuﬂwagepUb“k Indonesia Tahun 2008

NOmor oY, lambahan Lemparan Negara HepUDIIK indonesia
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Undang-Undang- Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara -
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5246);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92,

AN ISR —

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang
Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi. Pemilihan Umum Nomor 06
Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye
Peserta Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2010 tentang
Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor
01/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tentang Tahapan, Program
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil
Bupati Banyumas Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor
01/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2013 tentang Perubahan Atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor
01/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tentang Tahapan, Program

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil

BrpatkRaowiesdaiuaitias
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Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas dalam
Pemilihan Umum-Bupati-dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;

MEMUTUSKAN: =

Menetapkan @ KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
TENTANG PEDOMAN TEKNIS AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANYUMAS TAHUN 2013.

KESATU : Pedoman Teknis Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Banyumas dalam Pemilihan Umum Bupati dan
Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 terdapat dalam Lampiran | dan
Lampiran Il yang merupakan bagian tak terpisahakan dari Keputusan
ini.

KEDUA . Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
- apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan-
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  : Purwokerto
Pada Tanggal :5Januari 2013

KETUA
Salinan sesuai dengan aslinya Ttd
SEKRETARIAT KPU
KABLUPATEN BANYUMAS AAN ROHAEN|
Kasu I:\L:-%JI ukourm,
SIGIEBUDIYANTO

jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas
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Lampiran | : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyumas

Nomor :  06/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2013

Tanggal : 5 Januari 2013

PEDOMAN TEKNIS AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE

DAQAhlf‘AhI f‘l\l ﬂhl Dl IDATI I'\Ahl \AIAIIII Dl IDATI

ot YA A&V

DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013

A. PENDAHULUAN

Untuk memenuhi prinsip akuntabilitas dan fransparani daiam penyeienggaraan
kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, maka
diperivkan audit dana kampanye sesuai peraturan perundang undangan. Dalam

~ " rhr llnn r\nﬁlﬂmn 4als r‘l'l- lanAran Anr\ﬂ
melaksanakan audit dana kampanve diperiu nan teknis audit laporan

kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupatl Banyumas yang dilaksanakan oleh
Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dltunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banyumas.

B. KETENTUAN UMUM

1. Pedoman Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Banyumas Tahun 2013 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas
Tahun 2013, selanjutnya disebut Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye, adalah
untuk lebih memudahkan Kantor Akuntan Pubiik (KAP) dalam melaksanakan audit
laporan dana kampanye pasangan calon serta Tim Kampanye.

2. Audit oleh KAP atas laporan dana kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil
Bupati Banyumas adalah audit sesuai prosedur yang disepakati (agreed upon
procedures).

3. KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya
laporan dana kampanye dari KPU Kabupaten Banyumas.

4. Dalam melaksanakan audit sebagaimana dimaksud pada angka 3, KAP berpedoman

!\.l

iz
a

pi
a. Panduan audit laporan dana kampanye pasangan calon, yang ditetapkan oleh
KPU bekerjasama dengan Institut Akuntan Publik Indonesia yang merupakan
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b. KPU Kabupaten Banyumas dapat menambah prosedur sepanjang disetujui oleh
KPU Kabupaten Banyumas dan KAP.

5. Pedoman Audit Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu),
disusun dengan sistematika :

. UMUM.
II. DEFINISI.
. LINGKUP DAN TANGGUNG JAWAB.

IV. PROSEDUR YANG DISEPAKATI YANG DITERAPKAN ATAS LAPORAN
PENERIMAANIGAKD PEM B HURBANITIANAS KAMPANYE (LPPDK) BESERTA
I APORAN PENDIIKIING TEFRKAIT
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V. SISTEMATIKA PENYAJIAN PELAPORAN HASIL AUDIT DANA KAMPANYE
R

PEMILIHAN UMURM RUPATI DAN WAKIH BUPAT! BANYUMAS TAHUN 2013,
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VI. PENUTUP.
LAMPIRAN-LAMPIRAN.

6. Pedoman Audit Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima),
adalah sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Ditetapkan di  : Purwokerto
Pada Tanggal :5 Januari 2013

KETUA
Ttd
@ SEKRETARIAT KPU. AAN ROHAENI

KABUPATEN BANYUMAS
F{aauhb%1 ukum,

-

A

SIGIEBUDIYANTO

jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas
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Lampiran II:  Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyumas

Nomor : 06/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2013

Tanggal : 5 Januari 2013

PEDOMAN TEKNIS AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE

PASANGAN CAL ON BUPATI DAN WAKIL BUPAT!

DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013

UMUM

Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik atas pencatatan,
pengelolaan, dan pelaporan dana kampanye Pemilihan Umum Tahun 2012 Bupati dan

Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 (selanjutnya disebut Pilbup Banyumas Tahun
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“Pasangan Calon”) merupakan suatu hal yang penting dalam meningkatkan
kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan Pemilu yang langsung, umum,

bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam rangka mewujudkan terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik
atas pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan dana kampanye Pemilu, Undang-

Ilndonn Mnn‘nn'r 202 Tahnn 2004 Damar:nta!ﬁap ngarah sebaca:mana d;ubah terakhlr

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (selanjutnya disebut “UU No. 32”) dan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pelaporan Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut “Peraturan KPU No. 06
Tahun 2010.") mensyaratkan dilakukannya audit oleh Kantor Akuntan Publik

(selanjutnya disebut KAP”) yang ditunjuk oleh KPU Provinsi atau KPU
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beserta Iaporan pendukung terkait, yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan tim

kampanye terkait kepada KAP melalui KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
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beserta laporan pendukung terkait yang dilakukan oleh KAP merupakan audit yang

dilaksanakan dengan menggunakan bentuk perikatan prosedur yang disepakati.

Dalam menanggapi kebutuhan tersebut, Institut Akuntan Publik Indonesia
(“IAPI") bersama KPU menerbitkan Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut
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tercakup dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan Peraturan KPU No. 06 Tahun 2010.

Pedoman ini hanya berlaku untuk audit atas LPPDK beserta laporan pendukung
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ini bertujuan untuk membantu KAP dalam melaksanakan audit dana kampanye Pemilu
dengan menggunakan bentuk perikatan, prosedur yang disepakati agar tercipta

konsistensi dan keseragaman dalam pelaksanaan perikatan tersebut.

jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas
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DEFINISI

Definisi-definisi yang diuraikan di bawah ini merupakan definisi yang tercantum
dalam dan/atau bersumber dari UU No. 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dan Peraturan KPU No. 06 Tahun 2010.

Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan
kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adll dalam Negara Kesatuan Republlk IndoneSIa berdasarkan Pancasila dan
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Pilbup Banyumas Tahun 2013 adalah Pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil
Bupatn secara Iangsung dalam Negara Kesatuan Repubhk lndonesna berdasarkan
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emlllhan Umum Kabupaten Banyumas.

-
@ §
[
o
Q.
C
3
C
3
=
o
>3
w
5
=
L\J<~
c
V)
w
o
()
=
X
O
3.
(23
U

Partal Pohtlk adalah parta| pohtlk peserta pemlhhan umum Anggota Dewan
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Perwakllan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(Gabungan partai politik adalah gabungan 2 (dua) partai politik atau lebih yang
secara bersama-sama bersepakat secara tertulis untuk mengusulkan dan atau

manoalonkan 1 {(satu) nasangan calen B inati dan \Alaleil Riinati
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Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

Pasangan Calon Bupat dan Wakll Bupatn adalah p serta Pemllu Bupatl dan
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partal polltlk dan/atau calon perseorangan, yang telah memenuh persyaratan dan
telah diumumkan secara luas oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

Komisi Pemiiihan Umum, seianjuinya disebui KPU, adaian Ilembaga
penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara

Damilihan LImiim
NPT IRIRT NCAL ) IR IRRbIT.

KPU adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut KPU
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Kantor Akuntan Pubilik adaiah Badan Usaha yang telan memperoieh izin dan
Menteri Keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.01/2008.
jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas

Ikatan Akuntan Indonesia. selaniutnva disebut Al adalah asosiasi akiintan vann



Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut kampanye
adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim
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dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi,
misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dalam
bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 dan dalam jadwal waktu yang ditetapkan KPU Kabupaten Banyumas untuk
Pilbup Banyumas Tahun 2013.

Tim kampanye pasangan calon adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon
berkoordinasi dengan partai politik dan/gabungan partai politik pengusul, yang
bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan membantu
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penyeienggal
penyelenggaraan kampanye, yang dibentuk pada tingkat Kabupaten selanjutnya

disebut TKK, dan tingkat Kecamatan selanjutnya disebut TKKC.

Daiam Pemiiu Bupaii dan Vvakii Bupati, tim kampanye fingkai kabupaien
(selanjutnya disebut “TKK") adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon, yang
bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan membantu

nan\lnlannnaraon l(omnon\ln carta horfgnnnunnlg\uch ataa nnlalzecnggn talrnie
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penyelenggaraan kampanye. TKK dapat membentuk tim kampanye tingkat kecamatan
(selanjutnya disebut “TKKC”).

3'

yang menampung penerimaan dana kampanye Pilbup Banyuma T un 2013 yang
merupakan rekening pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang
mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye Pilbup Banyumas
Tahun 2013, selanjutnya disebut LPPDK, adalah laporan yang dibuat dan/atau dicatat
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cien .un‘lnllun-l CaiGn aialy um fampanye oaer<enaan l_AGn\dau <&giaian .r(.a!!!panye

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang dan disampaikan
pada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang.

LPPDK (beserta laporan pendukung terkait) adalah LPPDK (beserta laporan
pendukung terkait) yang menyajikan informasi dana kampanye di tingkat provinsi,
tingkat kabupaten/kota, dan/atau tingkat kecamatan.

Seperti yang tercantum dalam Peraturan KPU No. 06 Tahun 2010, LPPDK
(beserta laporan pendukung terkait) terdiri dari :

a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Dana Kampanye.

b. LPPDK sesuai dengan tingkatannya (Kabupaten dan kecamatan), yang didukung

H H [
oleh Laporan Penerimaan Dana Kampanve (selaniutnya disebut “LDK
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Penerimaan’), LapqagnkBengounagsnpaaakampanye (selanjutnya disebut “LDK
Penggunaan”), dan Daftar Saldo Dana Kampanye (selanjutnya disebut “Daftar
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c. LDK Penerimaan, yang terdiri dari :
1) LDK Penerimaan Awal; |
2) LDK Penerimaan |; dan
3) LDK Penerimaan Il.

Masing-masing sesuai dengan tingkatannya (kabupaten dan kecamatan).

penerimaan dana kampanye menurut klasifikasi pemberi dana (pasangan calon, partai
politik, sumbangan perseorangan, sumbangan badan hukum swasta, dan lainnya).

Dana vang harasal dari sumbanaan perseoran

o Caudar ST Al <

swasta dlsebut sumbangan dari pihak Iam.

LDK Penerlmaan Awal adalah laporan dana kampanye yang menyajikan

- P R P ~ ~ - by P P Sy .y WY _—.. wn nn 7 -
'—"l qQana WRITINNGinve Vana nilainyvoa anin agari =i 2 580 Ill I|| "y o~ IIIII.J iiita
AN AT ica LALlIplatiysr yais PIOCAII ISR I LA TV v VT \MM Juna

fima ratus ribu rupiah) menurut klasifikasi pemberi dana dan bentuk dana, yang
mencakup periode sampai dengan satu hari sebelum dimulainya masa kampanye.

LDK Penerimaan i adaian iaporan dana kampanye yang menyajikan transaksi
penerimaan dana kampanye yang nilainya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima
ratus ribu rupiah) menurut klasifikasi pemberi dana dan bentuk dana, yang mencakup

pe inda vana dimulai seialk masa kamnanve samnai denaan 1 {eati h ri cotnlah maes
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kampanye berakhir.

LDK Penenmaan Il adalah laporan dana kampanye yang me nyajlkan transak3|
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mencakup periode yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah
dengan 1 (satu) hari sesudah kampanye berakhir.
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LDK Penggunaan adaiah iaporan dana kampanye yang menyajikan iransaksi
penggunaan dana kampanye menurut klasifikasi penggunaan dana (operasi, modal,
dan lainnya) dan bentuk penggunaan dana (kas dan bukan kas), dlsamp\kan oleh

pasangan calon kepada KPU Kabupaten Banyumas pali

hari pemungutan suara.

Sumbangan plhak plhak Ialn yang tidak menglkat meliputi sumbangan

-~ '}
mran I =YY
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a ampanye pasan
calon yang berasal dari suami dan/atau isteri, keluarga, pengurus atau anggota par’tal
politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, dikategorikan

sebagai sumbangan pihak lain perseorangan.

Batasan jumlah maksimum penerimaan sumbangan (uang, barang, jasa, atau
bentuk lainnya) adalah sebagai berikut :

1. Untuk penyumbang pihak lain perseorangan, nilainya tidak boleh melebihi dari Rp.

50.000.000,- (limal PR 89 dpARiRN9/banyumas
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Penerimaan dana kampanye Pemilu dari Pasangan Calon dan partai politik atau
gabungan partal politik bukan merupakan sumbangan yang terkena pembatasan

Sumbangan yang dilarang adalah sumbangan yang berasal dari : (i) pihak
asing; (i) penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya, dan (iii)
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usaha milik daerah selanjutnya disebut (*BUMD?”).

POV SR Wy Ny | [ II | Y £ = b PR T L
lll—n‘i|uilllfu=l r\.lr!ﬁvl Ilg_HIJ lvll lll l\lulI_ll.J lgl—ll,dllllllll\la lll&l_)'\ i
[ iR R L RAR = N ] v A A ~ S

Plhak asmg mellputl (i) Negara asing, (i) lembaga swasta asing, temasuk
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Penyumbang yang tidak benar atau tidak jelas identitasnya meliputi : (i)
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tanpa seizing pemilik identitas tersebut, (i) penyumbang yang menurut kewajaran dan
kepatutan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangan sebesar yang
diterima oleh pelaksana kampanye, (iii) penyumbang vyang tidak melengkapi
persyaratan seperti yang diatur dalam Peraturan KPU No. 06 Tahun 2010. ’

- LINGKUP DAN TANGGUNG JAWAB

Prosedur yang disepakati yang terkait dengan auditdana kampanye Pilbup
Banyumas Tahun 2013, seperti yang diuraikan dalam Bagian [V dari Pedoman ini,
telah disusun berdasarkan ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan Peraturan
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disepakati berdasarkan Standar Auditing Seksi 622, “Perikatan untuk Menerapkan
Prosedur yang Disepakati atas Unsur, Akun, atau Pos Suatu Laporan Keuangan’
(Pernyataan Standar Auditing No. 51) (selanjutnya disebut “SA Seksi 622") yang
ditetapkan oleh IAPI. Prosedur-prosedur tersebut telah disepakati dan disetujui oleh
KPU.
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Perikatan ini bukan merupakan perikatan audit yang dilaksanakan berdasarkan
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menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian LPPDK maupun efektivitas
pengendalian internal atas pelaoran LPPDK. Tanggung jawab atas kecukupan dari
prosedur yang disepakati, seperti yang tercantum dalam Bagian 1V dari pedoman ini,
berada pada KPU (sebagai pihak yang memberikan penugasan), dan bukan pada
KAP (sebagai pihak yang melaksanakan penugasan) atau IAPL. Tanggung jawab KAP
hanya terbatas pada pelaksanaan prosedur yang dlsepakatl dan pelaporan hasil
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Tanggung jawab KPU Kabupaten Banyumas adalah mendapakan LPPDK
beserta Iaporan pendukung terkalt darl Pasangan Calon dan tim kampanye terkait

Prosedur yang disepakati yan diuraikan dalam Pedoman ini merupakan
prosedur minimum bagdlﬁA&deglarU/m@agﬂﬁmkanaaydlt atas LPPDK beser’ca Iaporan
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dengan

terkait sesuai
tingkatannya (kabupaten dan kecamatan) dari KPU Kabupaten. Penerimaan laporan-

laporan pendukung

Menerapkan prosedur yang disepakati atas LPPDK beserta laporan pendukung

terkait. Akses terhadap bukti pendukung atas LPPDK beserta lapoan pendukung
Memperoleh surat representasi dari Pasangan Calon dan tim kampanye terkait

Secara garis besar, lingkup perikatan ini adalah sebagai berikut :

prdsedur tambahan tersebut disepakati antara KPU dengan KAP yang bersangkutan
Menerima LPPDK beserta

laporan tersebut didokumentasikan dalam Tanda Terima Penyerahan LPPDK. Contoh
penyusunan, penyajian, dan pelaporan LPPDK sesuai dengan ketentuan dan

peraturan yang berlaku. Contoh surat representasi tersebut disajikan dalam Lampiran

melalui KPU Kabupaten Banyumas.
B dari Pedoman ini.

berlaku.

kepada KPU

pelaksanaan prosedur yang disepakati

Melaporkan hasil
Kabupaten Banyumas. Contoh laporan KAP atas penerapan prosedur yang disepakati

PROSEDUR YANG DISEPAKAT!I YANG DITERAPKAN ATAS LPPDK BESERTA

Pedoman ini.

V.

A. UMUM

Dapatkan LPPDK beserta laporan pendukung terkait dari KPU Kabupaten

1.

rentukan ketaatan Pasangan Caion dan tim kampanye terkait ternadap
periode pencatatan dan pelaporan yang dicakup oleh LPPDK beserta laporan
pendukung terkait, berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku, seperti

~

-

peserta Pilbup Banyumas Tahun 2013 oleh KPU Kabupaten
jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas

Contoh Tanda Terim Penyerahan LPPDK disajikan dalam Lampiran A
Cocokkan tanggal pembukaan RKDK dengan ketentuan yang berlaku, yaitu

Pedoman ini.
sebagai
Banyumas.

Tentukan ketaatan Pasangan Calon dan tim kampanye terkait dalam pembukuan

proedur di bawah ini :

£.
a.

B. RKDK
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cemilik RKDK antara :."'.fu.' masi yang tercantum dalam rekening Koran dengan
nama Pasangan Calon dan/atau tim kampanye terkait.

c. Tentukan minimum 30 transaksi yang tercantum dalam RKDK secara acak

sebagai sampsel, tetapi harus mewakili ketercakupan | {i) transaksi penerimaan
dan penggunaan dana kampanye, dan (i) seluruh periode yang tercakup
dalam RKDK.

d. Tentukan kelengkapan dan kesesuaian pencatatan transaksi penerimaan dan
penggunaan dana kampanye Pemilu dengan cara menelusuri transaksi yang
menjadi sampel pada poin ¢ di atas ke LDK Penerimaan dan LDK Penggunaan
untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut.

Catatan :

Jika jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan penggunaan dana kampanye

Pemilu yang tecanium dalam RKDK Kkurang dari 30 transaksi, maka pengyjian
kelengkapan pencatatan dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.

LDK Penerimaan Awal, LDK Penerimaan |, dan LDK Penerimaan Il

1. Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan
sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalm LDK Penerimaan
Awal LDK Penerlmaan |, dan LDK Penerimaan Il dengan cara melakukan

2. Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi pemberi dana dan bentuk
dana antara nilai yang tecantum dalam LDK Penerimaan Awal LDK
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LPPDK Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tlndak lanjuti dengan
melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alas an terjadinya
perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan tim kampanve terkait
berdasarkan penjelasan yang diterima, serta prosedur lainnya yang relevan

untuk menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut.

{uang, barang, jasa, atau beniu iya)
dan peraturan yang berlaku. Jika terdapat ketldaktaatan terhadap batasan
sumbangan, sajikan dalam bentuk daftar yang mencakup nama pemberi dana

dan identitas terkait, serta jumlah dana vang diberikan.
Catatan :

Mengingat batasan atas nilai sumbangan berlaku untuk jumlah sumbangan

secara akumulahif {(dan bukan berdasarkan transaksij untuk setiap pemberi
dana, maka LDK Penerimaan Awal, LDK Penerimaan |, dan LDK Penerimaan

I wajib direkapitulasi oleh Pasangan Calon atau tim kampanye terkait
berdasarkan nama pemberi dana.

4. Periksa transaksi penerimaan untuk melihat ada tidaknya transaksi

penerimaan yaftihdiira®e iBdriasakanketsttuan dan peraturan yang berlaku.

Jilra tarinadl nalanAacaaran dari batantiian tareahiit tantiilean katoaatan Pacannan
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penyetoran sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU Kabupaten

(=) - i [ 7= Vo
- f=Y riaaim l—l'll{ b1 Ill I’l IJ"I" IILI"JI\J L N ad W] n _J'\l l'IJT‘J'
ud'}yu”‘ldb G “g ""‘ C dl’d 1D IND n\\)u [WAV RN G NUPAUG T W Aavupaned

Banyumas dan bukti Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
(“SSNBP"), yaitu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye.

Tentukan ketaatan pencaiaian Atas ftransaksi penerimaan yang tercanim
dalam LDK Penerimaan Il dengan cara memilih minimum 100 transaksi secara
acak, tetapi harus mewakili ketercakupan : (i) seluruh periode yang tercakup

lasifikasi nennrlq«ogn Ilp\ seharan aanarafis

dalam 1 DK Danarimanan geograf
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pemberi dana, dan jika relevan, (iv) pemberian dana dari kota ke kecamatan.
Catatan :

Jika jumlah keseluruha transaksi penerimaan dana kampanye Pemilu yang
tercantum dalam LDK Penerimaan kurang dari 100 transaksi, maka pengujian
dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut

Atas sampel yang dipilih pada paragraph C5 sebelumnya, lakukan prosedur di
bawah ini :

a. Bandingkan nama, No. identitas, dan alamat pemberi dana yang tercantum
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Identltas penyumbang perorangan dibuktian dengan fotokopi KTP yang
masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP. Identitas
badan hukum swasta dibuktikan dengan fotokopi akta pendirian dan
fotokopi NPWP. Kewajiban melampirkan fotokopi NPWP berlaku untuk
penyumbang perseorangan yang nilai sumbangannya sebesar Rp.
20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau lebih.

b. Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya untuk memastikan: (i)
keberadaantransaksi, (ii) klasifikasi pemberi dana dan bentuk dana, dan
(i) keakurasian pengukuran dan penilaian.

c. Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa,
dokumentasikan hasil pengujian tersebut di atas dalam kertas kerja yang
mencakup informasi sebagai berikut (namun tidak terbatas pada): (i)
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identitas, alamat, NPWP, dan No. telepon pemberi dana, (iv) klasifikasi
pemberi dana, (v) bentuk dana, dan (vi) jumlah dana.
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d. Teiusuri fransaksi penerimaan tersebut ke RKDK untuk menentukan
kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dana kampanye dalam
RKDK.

Atas sampel yang dipilih pada paragraf C5 sebelumnya, tentukan 30 transaksi
secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan: (i) seluruh periode yang
tercakup dalam LDK Penerimaan, (i) klasifikasi penerimaan (iii) sebaran
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kecamatan. Atas 30 sampel tersebut, lakukan prosedur di bawah ini :

a. Kirim konf dméf?' }f Untlzrllé rﬁgkonfrma&karl keberadaan dan



Lakukan wawancara dengan pemberi dana melalui telepon untuk
menentukankeberadaan dan mengetahw kondlsn pemben sumbangan

1) ldentitas pemberi dana;

2) Kebenaran pemberi dana sebagai penyumbang dan besaran
sumbangan;

3) Jika pemberl dana temyata tidak embenka sumbangan tanyakan

B~ — — M PO S -
in Wanada ninhak 1Sin
] N s CA AT 1 Can 1

4) Menanyakan sumber dana yang digunakan untuk memberikan

lIlIl\_—lll"I:llll ru:u =| i 'ut:lh " AD i |”'|:l Il(
membenkan mformasn mengenai kewajaran atau kepatutan pemberi
dana dalam pemberian sumbangan tersebut;

Mendapatkan representasi secara lisan dari pemberi dana banhwa
sumbangan yang diberikan bukan merupakan sumbangan yang
dilarang menurut ketentuan dan peraturan yang berlaku

(8)]
~

Lakukan kunjungan terhadap pemberi dana sebesar 50% dari jumlah
sampel tersebut di atas dengan didampingi oleh perwakilan tim kampanye
untuk menentukan keberadaan dan mengetahm kondIS| pemben

Q) klasn‘" kasi pemben dana dan (ii) sebaran geografis pemberi dana
Lakukan wawancara mengenai informasi yang disebutkan dalam paragraf
di atas dan dokumentasikan hasil wawancara tersebut dalam kertas kerja.
KAP dapat menentukan jumlah sampel yang dikunjungi selain 50% dari
jumlahsampel sepanjang disetujui oleh KPU Kabupaten Banyumas.

sE'
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atau jasa yang dlbenkan merupakan hak ml|lk penyumbang dan atas asset
tersebut telah dikenakan pajak penghasilan dan dilaporkan dalam SPT
bagi yang mempunyai NPWP, (ii) Dana milik penyumbang dana diperoleh
secara sah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan tidak
termasuk dana yang dilarang sesuai undang-undang pilkada.

o

tersebut di atas dengan lnformaS| yang tercatat dalam LDK Penerimaan.
Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindak lanjuti dengan
melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinva
perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan tim kampanye terkait

dan melakydsarkyerifikrejaaéag/bukijuereit berdasarkan penjelasan yang
diterima, serta prosedur lainnya yang relevan untuk menyimpulkan alas an



f. Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan
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yang berlaku di wilayah yang bersangkutan ketika sumbangan diterima.

D. Penggunaan Dana Kampanye

1.

Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan
sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam LDK Penggunaan
dengan cara melakukan perhitungan kembali.

Bandingkan jumlah penggunaan dana kampanye menurut klasifikasi
penggunaan (operasi, modal, dan lainnya) dan bentuk penggunaan (kas dan
bukan kas) antara nilai yang tercantum dalam LDK Penggunaan dengan nilai
yang tercantum dalam LPPDK. lika terdapat perbedaan antara keduanya,
tindak lanjuti dengan melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan
alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasanga Calon dan tim
kampanye terkait dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan
penjelasan yang diterima, serta prosedur lainnya yang relevan untuk

menyimpulkan alasan terjadinya perbedaan tersebut.

Tentukan ketaatan pencatatan transaksi penggunaan dalam LDK Penggunaan
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Penggunaan secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan : (i) seluruh
periode yang tercakup dalam LDK Penggunaan dan (ii) klasifikasi
penggunaan.

Catatan :

Jika jumlah keseluruhan transaksi penggunaan dana ka mpany P mil y ng
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dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.

Atas sampel yang dipilih pada paragraf sebelumnya, lakukan prosedur di
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a. Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya untuk memastikan : (i)
keberadaan transaksi, (n) klasifi kaSI penggunaan dan bentuk dana, dan (iii)
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b. Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa,
dokumentasikan hasil pengujian tersebut di atas dalam kertas kerja yang
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tanggal transaksi, (ii) No. referensi transaksi (jika ada), (iii) keterangan
transaksi atau aktivitas, (iv) bentuk dana, (v) klasifikasi penggunaan, dan
(vi) jumlah penggunaan.

c. Telusuri transaksi penggunaan tersebut ke RKDK untuk menentukan

kelengkapan pencatatan transaksi penggunaan dana kampanye dalam
RUWNK
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d. Bandingkan d‘ﬁ?{"bas' 8Pgtd|d?{g>atkan dari hasil prosedur tersebut di atas
dengan mférmag y% erca dqa}fam EDK Penggunaan J:ka terdapat



kepada Pasangan Calon dan tim kampanye terkait dan melakukan
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prosedur lainnya yang relevan untuk menyimpulkan -alasan terjadinya
perbedaan tersebut.

e. Untuk penggunaan daiam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian
pencatatan nilai penggunaan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku
di wilayah yang bersangkutan ketika penggunaan terjadi.

E. Saldo Akhir Dana Kampanye

1.

)

Untuk saldo akhir dana kampanye berupa kas, cocokkan saldo tersebut antara
informasi vang tercantum dalam LPPDK dengan informasi vang tercantum
dalam RKDK. Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindak lanjuti dengan
melakukan prosedur yang relevan, seperti menanyakan alasan terjadinya
perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan tim kampanye terkait dan
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diterima, serta prosedur lainnya yang relevan untuk menyimpulkan alasan
terjadinya perbedaan tersebut.

Untuk saido akhir dana kampanye daiam bentuk bukan kas, iakukan prosedur
di bawah ini :

a. Untuk barang modal, telurusi bukti kepemilikannya dan lakukan inspeksi

Py G | . ~1 - P
arac l(l_\ [$1=T1p JIIJJII l l ll\lu
alas Kool aluda S LIANES A=

b. Untuk saldo akhir dalam béntuk bukan kas selain barang modal, lakukan
inspeksi atas keberadaan fisiknya (jika dipandang perlu).

F. Surat Represantasi Pasangan Calon dan Tim Kampanye Terkait

1.

Dapatkan surat representasi dari Pasangan Calon dan tim kampanye terkait
LPPDK beserta Ianf\rnn naqrhlln TaYel +¢:u'|la|+ Surat
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representasi tersebut berbeda dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab
atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye. Contoh surat
representasi tersebut disajikan sebagai Lampiran B dari Pedoman ini.

lf'JU LA LANNEd) I\‘

Sesuai dengan standar profesi yang berlaku, penolakan penyerahan surat
representasi oleh Pasangan Calon dan tim kampanye terkait kepada KAP
dipandang merupakan pembatasan terhadap pelaksanaan perikatan prosedur
yang disepakati, dan oleh karena itu, KAP dapat melakukan salah satu dari
tindakan-tindakan sebagai berikut : (i) mengungkapkan hal tersebut dalam

laporannya, atau (ii) mengundurkan diri dari perikatan.

SISTEMATIKA PENYAJIAN PELAPORAN HASIL AUDIT DANA KAMPANYE

DERM 1] RIIDATI DAN WAKII RIIDATI
1 RJFUIN WO A A w3 a1

Sistematika penyajian pelaporan hasil audit dana kampanye Pemilu Walikota

dan Wakil Walikota seperti yang tercantum dalam Lampiran C dari Pedoman ini,

adaiah sebagai be '““]dlh kpu.go.id/jateng/banyumas
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b. Lingkup dan Tanggung Jawab Perikatan.
c. Prosedur dan Temuan/Hasil dari Prosedur.
d. Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye.

e. Gambaran Umum Pasangan Calon dan Tim Kampanye.

PENUTUP

Dengan dikeluarkannya Pedoman ini, besar harapan IAPl| dan KPU agar
Pedoman ini dapat memberikan manfaat bagi KAP dalam melaksanakan audit dana
kampanye Pilbup Banyumas Tahun 2013 agar tercipta konsistensi dan keseragaman

AdAalam nalalkeanaan dan nalanarannua
wMLAIGAL Y] Pvlul\\)ul 1CACALT LAl P\JIUPUI Al D IJU-

Ditetapkan di  : Purwokerto
Pada Tanggal :5 Januari 2013

KETUA
Ttd b
Salinan sesual dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS AAN ROHAENI
Kasuh b%i ukum,
SIGIFBUDIYANTD

jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas



CONTOH

KOP SURAT KAP

TANDA TERIMA PENYERAHAN
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM BUPAT! DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS

TAHUN 2013

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ....................ooo
Beserta

Telah diterima Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pemilihan Umum
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas dan Tim Kampanye terkait dari KPU
Ksbupaten Banyumas sebagai berikut:

WS DSUIAUIaAN LI I
h B~

Hari, tanggal, dan jam
Tempat

Dengan rincian sebagai berikut:

NO | NAMA LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM | o, KETERANGAN

2 ' 4

1. | Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan
Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye

(s lnYrd

{8 1713\
("LPPDK").

2. | LPPDK tingkat kabupaten (rekapitulasi kabupaten
dan kecamatan)

3. | Laporan Penerimaan Dana Kampanye Awal (“LDK
Penerimaan Awal’) tingkat kabupaten (rekapituiasi
dari tingkat kabupaten dan kecamatan)

4, | Laporan Penerimaan Dana Kampanye Tahap | ("LDK
Penerimaan I") tingkat Kabupaten (rekapitulasi dari
tingkat kabupaten dan kecamatan)

5. | Laporan Penerimaan Dana Kampanye Tahap Il (“‘LDK
Penerimaan 1I") tingkat kabupaten (rekapitulasi dari
tinakat kabupaten dan kecamatan)

6. |Laporan Penggunaan Dana Kampanye (‘LDK
Penggunaan”) tingkat kabupaten (rekapitulasi dari
tingkat kabupaten dan kecamatan)

7. Daftar Saldo Akhir Dana l(omn'.:n\la +|nnl(9+

kabupaten (rekapitulasi dari tingkat kabupaten dan
kecamatan

Yang menyerahkan: Yang menerima:

Nama dan tanda tangal{in-kPu-go.id/jateng/banyumas Nama dan tanda tangan

WDLH] Kalhiirmatarn RDanvanirmac WWAD




LAMPIRAN B

KOP SURAT PASANGAN CALON DAN TIM KAMPANYE

Banyumas, (Tanggal, sama dengan taﬁggal laporan akuntan independen)

Kepada Yth.
(Nama dan alamat KAP)

Surat Representasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas serta

Tum 74 mnany
il oA

o)

Dengan hormat,

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan den

dengan menggunakan bentuk perikatan prosedur yang disepakati atas Laporan P

dan Penggunaan Dana Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati beserta laporan
h

pendukung terkait (selanjutnya secara kolektif di sebut “‘LPPDK”) yang dlsusun ole
Nalan BRiinadi Aan \Alalidl Ryonati Bnn\nmr\n /s\ nac

nl
LAQIUT LULal gl vvanil ounian arrvuiigas

Kampanye Kabupaten Banyumas.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami menegaskan kepada Saudara, berdasarkan
keyakinan dan pengetahuan terbaik kami, representasi berikut di bawah ini:

1. Kami bertanggungjawab sepenuhnya atas penyusunan, pencatatan, pengelolaan, dan
pelaporan LPPDK.

2. LPPDK telah disusun sesuai denga peratu ran perundang-undangan, serta ketentuan

hisiim An n naratiiran vana ralavs mnva Ihariala
nugum gan G al wiran v yany reigvani yvai USHianug,

(E)

yan

3. Seluruh saldo awal, transaksi penerimaan, transaksi penggunaan, dan saldo akhir
dana kampanye, seperti yang tercantum dalam LPPDK, telah dicatat dan dilaporkan
dengan lengkap dan didukung oleh bukti transaksi yang sah dan otentik.

4. Rekening Khusus Dana Kampanye (“RKDK”) yang kami buka dan daftarkan kepada
KPU Kabupaten Banyumas telah ditempatkan pada bank yang telah memenuhi kriteria
berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum dan peraturan

vnanes harlaloa
ya!!g LI iaanus,

5. Nila wajar yang digunakan untuk transaksi penerimaan dan penggunaan dana
kampanye dalam bentuk bukan kas telah disajikan dalam LPPDK dengan
menggunakan harga pasar wajar yang berlaku di wilayah yang bersangkutan ketika
sumbangan diterima atau ketika penggunaan terjadi.

6. Seluruh transaksi penerimaan dana kampanye yang tercantum dalam LPPDK bukan
merupakan sumbangan yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan, serta

f ] hileiim An nAarahiiran (¥ inYaYal Iharlala rllllﬂ "Av‘l‘lﬂr\n{' anmmhansran \Iﬂq
r‘ L] Ill ﬂll IR19 1 NS IR ] \Aﬂll Mol di g yaiig i icanug, o lgiuayial sulniivalinidall vearid

dllarang, maka representasi dalam angka ini diubah menjadl . Seluruh transaksi
penerimaan dana kampanye yang dicantumkan dalam LPPDK bukan merupakan
sumbangn yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan, serta ketentuan

l'\llllllm r\lr\r\ r\ﬁrﬂ’hlrﬂn vana harlaly Lraniial: llr\flll/ crimha [aTe] +f\"f\ﬁl’\+llm Aﬂlﬂm
U wicrn el auunal Yaing e !C.II\IJ TNTHLLICANT B2 LAY ‘ll‘lllllﬂ]lunll vrjlls A A IR IAVINE RO T~ TNl

Lampiran 1 darl Surat Representasi ini. Atas sumbangan yang dilarang tersebut, kami
telah menyetorkannya kepada Kas Negara.]

7. Seluruh transaksi pen%%maan dana kampanye yang dicantumkan dalam LPPDK
hl kgn d “ ﬂﬂllg.“l lll"l+l ' ncet Jlaunga‘ Pteélgé i IQW%nnan G!ell ll(_lﬂtlllﬂll Il!_llllldrl_l Il"'
nindanaan carta kefpm‘nan hnkum d:m naratiiran vano bherlakit tarmaciike nnlitik 11ana



8. Seluruh kewajiban perpajakan yang timbul sehubungan transaksi penerimaan dan

[aatoT=] + Ailhavar mn AilanAarlzan aan: Aanman
l e |Gu LiNaan {Jgng kalllpﬂl }'9 19!3-“- ’!l(‘ﬂfﬂu uh:nvplrr(an dall unn?nnr\ngl grﬁunl acnuan
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peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

9. Kami bersedia untuk mempertanggungjawabkan LPPDK, yang telah kami susun dan
laporkan kepada KPU Kabupaten Banyumas, kepada lembaga atau pihak yang
berwenang jika di kemudian hari ditemukan adanya hai-hal yang tidak sesuai dengan
kondisi yang telah kami laporkan dalam LPPDK.

10. (Hal hal lain yang dlanggap periu dan relevan oleh KAP untuk dicantumkan dalam

giirat r nnn‘-
urat represent

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013

Meterai
Rp. 6.000,-
Nama dan tanda tangan calon Bupati ' Nama dan tanda tangan calon
Wakil Bupati
Tim Kampanye
Nama dan tanda tangan Ketua Nama dan tanda tangan
Bendahara

jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas



LAMPIRAN C -

LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN

ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DiSEPAKATI

TERHADAP

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE
-PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS

= m AR RN AMmEN
LAMUN ZU'1O

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS SERTA TIM KAMPANYE

(sebutkan nama pasangan calon serta tim kampanye terkait sesuai tingkatan wilayahnya)

jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas



LAMPIRAN C

CONTOH

DAFTARISI

Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang Disepakati ...............
Lingkup dan Tanggung Jawab Perikatan .................cccooi i
Prosedur dan Temuan/Hasil dari Prosedur ................c.ooiiiiiin, VTR
Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye ................cooooi e
Gambaran Umum Pasangan Caion dan Tim Kampanye ...........c.ccovooiviiieciiininnnne.

jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas



LAMPIRAN C

CONTOH

o

LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN

ATAQ DENEDADAN DRNACENIIRD VANC NDICGEDAKATI
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Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas:

Kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati yang diterapkan atas Laporan
Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati beserta
laporan pendukung terkait (selanjutnya secara kolektif disebut “LPPDK") dari Pasangan
Calon (sebutkan nama Pasangan Calon) dan Tim Kampanye (sebutkan tingkatan beserta
wilayahnya), seperti yang diuraikan dalam Lampiran [x] dari laporan ini. Prosedur tersebut
telah disepakati oleh Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “KPU”), yang bertujuan
untuk membantu KPU Kabupaten Banyumas dalam memahami dan memantau ketaztan

LITILEAIN Tl DA ? (=] |‘yu||l ucaicei L Vo sticaticai e A\ iy} 1 ticay itcaud NnusLcacaL

pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan LPPDK oleh Pasangan Calon dan Tim
Kampanyenya seperti yang disyaratkan oleh perundang-undangan, serta ketentuan hukum
dan peraturan yang berlaku. '

Kami meiaksanakan perikaian prosedur yang disepakati berdasarkan standar auditing yang
ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”). Kecukupan dari prosedur yang
disepakati tersebut merupakan tanggung jawab KPU Kabupaten Banyumas. Sebagai
konsekuensinya, kami tidak membuat representasi tentang kecukupan prosedur yang
disepakati seperti yang diuraikan daiam Bagian Prosedur dan Temuan/Hasii dari Prosedur,
baik untuk tujuan pelaporan maupun tujuan lainnya.

Kami tidak ditugasi dan tidak melakukan perikatan audit berdasarkan standar auditing yang

A;+ﬂ‘ﬂ'\|lﬂn ll\h IAD! A [ 2aTaTalal 4! l;l ‘ﬂllﬂ ~ ~ ; n
ditetapkan oleh APl dengan tujuan untuk menvatakan pendapat atas kewajaran penvajian

LPPDK maupun efektivitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDK. Oleh karena itu,
kami tidak menyatakan pendapat atasnya. Seandainya kami diminta untuk melaksanakan
prosedur tambahan, mungkin terdapat hal-hal lain yang dapat kami ketahui dan kami
laporkan kepada KPU Kabupaten Banyumas.

HUrfai ARcudUu

Laporan ini hanya dimaksudkan untuk digunakan oleh KPU Kabupaten Banyumas dan tidak
diperkenankan untuk digunakan oleh pihak-pihak yang tidak menyepakati prosedur tersebut
dan yang tidak bertanggung jawab atas kecukupan prosedur untuk tujuan mereka.

Kami tidak mempunyai kewajiban untuk memutakhirkan laporan kami setelah tanggal laporan
ini.

(Nama KAP)
(Nama Rekan)

(No Izin Rekan)
(Tanggai)

jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas
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LAMPIRAN C

LINGKUP DAN TANGGUNG JAWAB PERIKATAN

Prosedur yang disepakati yang terkait dengan audit dana kampanye Pemilu Bupati dan Wakil
Bupati, seperti yang diuraikan dalam laporan akuntan independen, telah disusun berdasarkan

ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 12

Tahun 2008 dan Peraturan KPU No. 06 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010 dengan menggunakan bentuk
perikatan prosedur yang disepakati berdasarkan Standar Auditing Seksi 622, “Perikatan
untuk Menerapkan Prosedur yang Disepakati atas Unsur, Akun, atau Pos Suatu Laporan
Keuangan® (Pernyataan Standar Auditing No. 51) (selanjutnya disebut “SA Seksi 622") yang
ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI*). Prosedur-prosedur tersebut telah
disepakati dan disetujui oleh KPU Kabupaten Banyumas.

flombmem emrralil ccmemae alilamloo il L-_J..-.-..I - -L-_-I—..
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auditing yang ditetapkan oleh IAPI, d oleh karena itu, akuntan publik tidak menyatakan
pendapat atas kewajaran penyajian LPPDK maupun efektivitas pengendalian internal atas
pelaporan LPPDK. Tanggung jawab atas kecukupan dari prosedur yang disepakati berada

nardn WKDI} a hiimatan Ramuviimmana e als mharils~ niNoon An hiilrn
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pada KAP (sebagai pihak yang melaksanakan penugasan) atau IAPI. Tanggung jawab KAP
hanya terbatas pada pelaksanaan prosedur yang disepakati dan pelaporan hasil pelaksanaan
prosedur yang disepakati sesuai dengan standar profesi yang berlaku.

Tanggung jawab KPU Kabupaien Banyumas adaiah mendapatkan LPPDK beserta laporan
pendukung terkait dari Pasangan Calon dan tim kampanye terkait serta menyampaikannya
kepada KAP yang ditunjuk.

Secara garis besar, lingkup perikatan ini adalah sebagai berikut :

1. Menerima LPPDK beserta laporan pendukung terkait sesuai dengan tingkatannya
(Kabupaten) dari KPU Kabupaten Banyumas. Penerimaan laporan-laporan tersebut
didokumentasikan dalam Tanda Terima Penyerahan LPPDK.

2. Menerapkan prosedur yang disepakati atas LPPDK beserta laporan pendukung terkait.
Akses terhadap bukti pendukung atas LPPDK beserta laporan pendukung terkait-
diberikan langsung oleh TKP atau TKK kepada KAP, tanpa perlu melalui KPU Kabupaten
Banyumas.

3. Memperoleh surat representasi dari Pasangan Calon dan tim kampanye terkait yang
menegaskan tanggung jawab Pasangan Calon dan tim kampanye tersebut atas
penyusunan, penyajian, dan pelaporan LPPDK sesuai dengan ketentuan dan peraturan
yang berlaku.

4. Melaporkan hasil pelaksanaan prosedur yang disepakati kepada KPU Kabupaten
Banyumas.

jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas
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LAMPIRAN C

PROSEDUR YANG DISEPAKATI YANG DITERAPKAN ATAS

I ADODRAN DENMEDRIMAAN NAN DENGCCIUINAAN DANA WKARMDANVE
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PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013

. Prosedur C2

Bandingkan jumiah penerimaan menurut kiasifikasi pemberi dana dan bentuk dana
antara nilai yang tercantum dalam LDK Penerimaan Awal, LDK Penerimaan |, dan LDK -
Penerimaan Il, dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK. Jika terdapat perbedaan
antara keduanya, tindak lanjuti dengan melakukan prosedur yang relevan, seperti
menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Pasangan Calon dan tim
kampanye terkait dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan
penjelasan yang diterima, serta prosedur lainnya yang relevan untuk meny|mpulkan
alasan terjadinya perbedaan tersebut.

Temuan/ Hasil dari Prosedur
(Jelaskan secara terperinci temuan/hasil dari prosedur yang telah dilaksanakan)

Drﬂnt\nl e f":
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Tentukan ketaatan atas batasan jumlah maksimum penerimaan sumbangan (uang,
barang, jasa, atau bentuk lainnya) dengan mengacu pada ketentuan dan peraturan yang
berlaku. Jika terdapat ketidaktaatan terhadap batasan sumbangan, sajikan dalam bentuk
daftar yang mencakup nama pemberi dana dan identitas terkait, serta jJumiah dana yang
diberikan.

Temuan/ Hasil dari Prosedur
(Jelaskan secara terperinci temuan/hasii dari prosedur yang telah dilaksanakan)
Dan seterusnya

jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas



LAMPIRAN C
CONTOH

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE

——

(Pada bagian ini dilampirkan LPPDK beseria iaporan pendukung terkaif)

jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas



LAMPIRAN C

GAMBARAN UMUM PASANGAN CALON DAN TIM KAMPANYE

(Daiam bagian ini uraikan informasi mengenai Pasangan Caion dan Tim Kampanye yang
relevan)

jdih.kpu.go.id/jateng/banyumas -



